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PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
NOMOR /¢ TAHUN 2011

TENTANG
PAJAK RESTCRAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat k2) huruf b Undang -undang Nomor 28
Tapun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Restoran merupakan

jenis pajak daerah kabupaten/kota;

baiwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Muna Nomar 7 Tahun 1998

tentang Pajak Hotel dan Restoran sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat

ini sehingga perlu ditinjau kembali:

ba.f’/a verdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka periu

membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muna tentang Pajak Restoran.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1859 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat

i Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 1822);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1881 tentang Hukum Acarz Pidana (Lembaran

Neﬁara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat

Palisa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomar 19 Tahun
2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4048);

Undang undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara

Tagun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nornor 4189);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tertang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Nedara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan
Perundang-undancan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tamabahan
Lembaran Negara Nomor 4389);

Ungdang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049),
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
unclano Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lernbaran Negara Nomor 3258);

. Peraturan Pemerintanh Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam
Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000
Nornor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049), .

11. Perpturan Pemerintah=Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(LexE\baran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005|Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

- 13. Perafuran Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan

Pemanfaatan Insentif Pemungutan Fajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Nizgara
Repyblik indonesia Nomor 5161},

14. Perafuran Menteri Dalani Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedaman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tefah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,

15. Perafuran Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan

Perajuran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur

Penyusunan Produk Hukum Dazrah;

17. Perafuran Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Dacrah

dan Berita Daerah:;

18. Peraturan Daerah Nomor 54 Tah

Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Megara Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 22). '-

Dengan Persetuinan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA
dan
BUPATI MUNA

MEMUTUSKAN :

pkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RESTORAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

rasal 1

Dalam P%raturan Daerali int yang dimaksud dengan :

Daerah sadalah Kabupetan NMuna;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupetan Muna;

Bupali adalah Bupati Muna;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwlaki[an Rakyat Daeratl: Kabupaten Muna;

Dinas adalah Dinas PPKAD Kabupaten Muna;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Muna;

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah
sesu?i dengan Peraturan Perundang-undangan; o

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputt Persercan Terbatas,
Persgroan Komanditer, Pzarseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah
dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Fim)a, Korigsi,
Kopserasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk
Usahla Tetap serta Bentuk Usaha lain; o .

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi waj|b‘pa]ak kepada
daerph yang ferutang olsh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperiuan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediaka_n oleh restoran; '
_Restbran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut

bayaran yang mencaklp juga rumah makan, kafetaria, kqntin, warung, bar dan
sejemenya termasuk jasa bogalkatering. 8

. Wajih Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, memotong

pajak dan memungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;




-3 -

13 Masa Hajak adalah jangka waktu 1 (satu) butan kalender atau jangka waktu lain yang
diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar
bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang;

14. Surat Remberitanuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat
yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak danfatau bukan abjek pajak dan/atau harta dan

" kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan
Daerah

15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat SSPD adalah bukii
pembayaran atau penvetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir|atau tidak dilaksanakan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat

: pembaygran yang gi tunjuk olch Bupati;

16. Surat Ketetepan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat
ketetapdn pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;

17. Surat Ketetapan Pajak Daerzh Kurang Bayar, yang selanjunya disingkat SKPDKE
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumiah pokok pajak, jumlah
kredit p E1fe\k jumiah kekurangan pembayaran, jumlah pokok pajak besarmnya sanksi

administfatif, dan jumiah pajak yang masih harus dibayar;

18. Surat Katetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat
SKPDKHT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumiah
pajak yang telah ditetapkan;

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah
kredi pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLE,
adalah syrat ketetapan pajak yang ditentukan jumiah kelebihan pembayaran pajac
karena juinlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya
tidak terutang;

21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk
metakukan tagihan pajak danfatau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda

BAB Il
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dehgan namg Pajak Restoran dipungui pajak atas setiap pelayanan yang disediakan
oleh Restoran

Pasal 3

(1) Objek Pajak Restoran adalah Pelayanan yang disediakan oleh Restoran;

{2) Pelayanan| yang disediakan Retcran sebagaimana dimaksud pada ayat {1) meliputi
pelayanan|penjualan makanan dan/atau minuman yang dikomsumsi oleh pembeli,
baik dikornsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain;

(3} Tidak termasuk obyek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalgh
pelayanan [yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi
batas Rp. 200.000 ( Dua Ratus Ribu Rupiah ).

Pasal 4

(1) Subjek Pa)tak Restoran adalah Orang Pribadi atau Badan yang membell makanan
Jan/fatau minuman dari Restoran;

(2) Waijib Pajajk Restoran adalah Orang Pribadi atau Badan yang _;mengusahakan
Restoran.
i BAB ill
l DASAR PENGENAAN TARIF

‘ DAN TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK -

: | Pasal 5

DasariPengen an Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang
seharusnya diterima Restoran.

e e et b s AAA LR K
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Pacai 6
jex Restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuiuh persen).
Pasal 7

Y Pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalinkan tarif

pajak sebagaimana di maksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak
ana dimaksud dalam Pasal 5.
DAB iV
WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK
rasal §
estoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokas:.
SAS V
MASA PAJAK
Pasal &

| Masa Pdjak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau Jangka waktu lain vang

; ditetapkﬁn dengan Peraturan Bupati.

;é
LS

BAB VI
SURAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 10

.{1) Setiap wajib pajak mengisi SPTPD;
{2) SPTH

(D sebagalimanz dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jetas, benar dan

lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya;
(3) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)} harus disampaikan kepada Bupati

selan]

(4} Bent

(1) Pem

bat-lambatnya 15 (limabelas) hari setelah masa pajak;
Uk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB Vii
PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 11

yngutan Pajak Restoran dilarang untuk diborongkan;

(2) Pemungutan Pajak Restoran dilakukan oleh Dinas atau Pejabat lain yang ditunjuk

oleh

Bupati;

(3) Setiap Wajib pajak berkewajiban membayar pajak yang terutang berdasarkan Surat
Ketetapan Pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan Peraturan
Perurhdang-undangan perpajakan,

Pasal 12
(1) Dalain jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat
menéirbltkan
a. SKPDKB dalam hal :

=

Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan laln pajak yang terutang
tidak atau kurang bayar,

2y Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam_jangka waktu tertentu

dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada wakiunya
sebagaimana yang ditentukan dalam surat teguran;

3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung

secara jabatan
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SKPDKBT jika ditemukan data atau data yang semula belum terungkap yang

menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;

SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah k edit
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
(2) Jun

lah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB -sebagaimana dimaksud
dalkm ayat (1) huruf a. angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa
burijga sebesar 2 % (dua persen) perbulan dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
. dinitung sejak terutangnya pajak;
. {3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurf b. dikenakan sanksi adminstrstif berupa kenaikan sebesar 100 %

(senatus persen) dari junilah kekurangan pajak tersebut;

(4) Kerjaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak

melaporkan sendiri sebelum melaporkan tindakan pemeriksaan;

{5) Jumliah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huryf a. angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25 % (dua
puldh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang ‘kurang atau tertambat
diba

yar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak
saaf terutangnya pajak.

C.

Pasal 13

Ketentu

an lebm lanjut mengenai tata cara penerbitan, pengisian, dan / atau penyarapaian
SPTPDJS

SKPDKB, SKPDKBT, dar/atau SKPDN diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB Viii
PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 14

5 (1) Bupati dapat menerbitkan STPD apabila .

é a. pgjak yang teiutang tidak atau kurang dibayar;

i b. dgri hasil pemeriksaan SPTPD terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai
r axibat salah tulis dan/atau salah hitung;

! c. wajib Pajak dikenakan sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.

‘ (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagalmana dimaksud pada
;’ ayat |(1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi admininistratif berupa hbunga
o sebegar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 {lima belas) bulan sejal”
saat terutangnya pajak.

f‘-, . (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dilaksanakan
i ! sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan dan ditagih
B melajui STPD.

&3

"; . Pasai 15

’, | Sanksi administratif sebagaimana dimaksud calam pasal 12 dan 14 merupakan
4 ' penerimaan Daerah dan wajib disetor ke kas Daerah

; l Pasal 16

? (1) Bupati menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang
i terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.

% ' (2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
A5 .

Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar
bertambah, merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi datam jangka
waktl paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;
(3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditent.ikan
! dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda
pemk?ayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan;
‘5 . (4) Keter\:tuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetiran, angsuran dan

AT

Bk e

penuhdaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.
4 | i
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Pasal 17

K yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan

Pemhetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang ‘idak atau
kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa;
(2) Perfagihan pajak dengan Surat Faksa dilaksanakan berdasarkan peraturan

per

AL
] v

ndang-undangan.

Bagian Kedua
Keberatan dan Banding

Pasal 18

ajjib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang

ditunjuk atas suatu :
a. PKBPKB;

b. $SKPDKBT;

c. SKPDLB

d. $KPDN.

{2) Kebgratan digjukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-
alas@n yang jelas;

(3) Kebgratan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal surat, tangga! pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud dalam

ayat| (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukan bahwé jangka waktu itu tidak
at dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya:; :

{4) Xeb eratan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit

sejulnlah yang telah disetujui Wajib Pajak;
© (8) Keb

ratan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat|(2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak

dipettimbangkan;

(6) Tanga penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejanat
yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat

sebadgai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.,

Pasal 18 .
¢

(1) Bupat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat I<eberatan

diterippa, harus member keputusan atas keveratan yang diajukan;

(2) Kepytusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,
menblak, atau menambah besarnya pajak yang terutang;

{3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak
membperi suatu keputusan, keberatan yang digjukan tersebut dianggap dikabutkan.

Pasal 20

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan FPajak
terhadap keputusan mengenai keberatannya vang ditetapkan oleh Bupati; ‘

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam

bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak

keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut,

(3) Pengajuan permohoan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai

dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

(1) Jika

Pasal 21

pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagaian atau

selurlininya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbaian bunga

sebesar 2 % {(dua persen) setiap bulan untuk paling !ama 24 (dua puluh empat) bulan,

(2) imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan

sampai dengan diterbitkannya SKPDLB; . ) _

(3) DalaEn hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak
ak

diker

an sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % (lima puluh perser) dari

jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah
dibayar sebelum mengajukan keberatan;

;
l
i
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hal Waijib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa
sebesar 50 % (ima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) fidax

Kan,
(5) Dalaﬁ‘n hal permochonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak

i sanksi administratif berupa denda sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah
berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah
ar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketiga
ibetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau
Pengurangan Sanksi Administratif

Fasal 22

Permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah dapat
jetutkan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam
bitannya terdapat kesalahan tulis  dan/atau kesalahan hitung dan/atau

kekeli
perpa

ruan penerzpan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang undangan
akan daerah.

(2) Bupati dapat :
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan
kenaikkan pajak yang terutang menurut  peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan \Vajib

A
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admin
dimak

(1) Atas
penge
{2) Bupat

e

mi

ak atau bukan karena kesalahannya;
ngurangkan atau membatalkan SSPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD,

}fPDN atau SKPDLB yany tidak benar;

engurangkan atau membatalkan STPD;

membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan paiak yang dilaksanakan atau
diterbitkan tidak sesuai dengann tata cara yang ditentukan:

ngurangkan atau membatalkan pajak terutang dalam hal objek pajak terkena
cana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan

1gurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan
mbayar wajib pajak atatt kondisi tertentu objek pajak.

uan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sarksi
stratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimna
sud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB IX '
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
mbalian kepada Bupati;

dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya

permg
pada

dan

honan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
yat (1), harus memberikan keputusan,

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui

upati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian

pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka
waktu[paling lama 1 (satu) bulan;
| (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lairinya, kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung dlperhltungkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang pajak tersehut;
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
' SKPOLB;
. (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (du:)
! bulan| Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas
; keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak;
'{7) Tata tara pengembalian-kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
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BAB X
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui
wakiu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila \Vajib
Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;

(2) Kagaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh
apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
b. hda pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak
angsung.

(3) Dal?m hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat
Paksa tersebut;

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang
pajgk dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
penlbayaran dan permohenan keberatan cleh Wajib Pajak.

Pasal 25
(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan
sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;
L (2) Buppti menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa
. sebagaimana dimaksud pada ayat (10); :
(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan
Peraturan Bupati.

; BAB Xi
! PEMERIKSAAN

i Pasal 268

(1) Bupgti berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah; .

(2) Wajb Pajak yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan/atau meminiamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi
dasamya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap

;:Erlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

¢. |memberikan keterangan yang diperlukan. .

(3) Apabila pada saat pemeriksaan, Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada avat (2), maka paiak terutang ditetapkan secara jabatan;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB Xii
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 27

A

(1) insfansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Restorain Qiberi insentif atas dasar
pencanaian kineria, ' _

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
An?garan Pendapatan dan Belanja Daerah; ' .

(3) Tata cara pemberian gan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

o diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-

unﬁlangan.
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BAB Xlil
| KETENTUAN KHUSUS

rasai 28

(1) Sefiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak Iam segala sesuatu yang

. dikptahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau

pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan

penpajakan daerah;

(2) Larlangan sebagaimana diriaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap |endqa Anli
yarg ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

(3) Cikecuatixan dar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1; dan ayat (2) adalahi :

a. |Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang
pengadilan,

o. |Pejabat danfatau ¢ tenaga ahli yeng dilstapkan oleh BU ati untuk memberikan

keterangan kepada pejabat lembaga negara atau Instansi Pemerintah yang

berwenang melakukan pemenksaan dalg.m bidang keuangan daerah.

Untuk kepentingan Dacrah, Bupatl borwenang memberi izin tertulis kepada Pejabat

sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada

aydt (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang

Wajib Paiak kepada pihak yang ditunjuk;

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata,
atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara
Perdata, Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk
memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada
padanya;

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama
tergangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara oerkara
pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

i

G

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 29

(1) Penyidikan terhadap peianggaran Peraturan Daerah ini, duaKuKan cien Fenyidik
Pegawai Negeri Sipil Daerah;

(2) Wel wenang Penyidik sebagalmana dimaksud pada ayat (1) adalah
_ a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan
: perkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jetas;
b. Imeneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana perpajakan daerah;
meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi Badan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana
i bidang perpajakan dacian;
: e. |melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyutaan ternadap bahan bukti
tersebut;
f. |meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah;
g. [menyuruh berhenti dan/atau melarang sesecrang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa,
h. |memotret seseorang yang berkaitan dengan tlndak pidana perpajakan daerah;
i i. |memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka
' atau saksi;

. |menghentikan penyidikan; danfatau

a
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idana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan- ketentuan peraturan

eiundang-unaangai. ¢

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui
renyiik Fejabat Kepolisian Negara Republik indonesia, sesuai dengan ketentuan

! yand diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

k. ?elakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran benyidikan tindak
)

BAS XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 3Q

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak manyampaikan SSPD atau mengisi
an tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar

tidak| benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar
\, sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 {empat) kali jumlah
pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

l Fasal 31

‘Tindak pidana di bidang perpajakan daerah fidak dituntut setelah melampaui jangka
waktu 3 ((lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak ztau
-berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirya Tahun Pajak yang bersangkutan.

—_——l
?dbdi 02

' {1) Pejabjat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak

' me'ﬁqnuhi kewajibar merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3C ayat
(1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan

: pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

. {2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepatla Daerah yang dengan sengaja

' tidak tnemenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuh'nya
kewaj ban Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2)

MNAarnee

; givid ar:a daengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling
bany 1k Rp. 10. 000 000,00 (sepuluh juta rupiah);
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2} hgnya dilakukan atas pengaduan crang vang kerahastaannya dilanggar,
{(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan
sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib
Pajakl karena itu diladikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 33

- Denda skbagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2)
merupakan penerimaan negara.

A APy T R A

BAB XVii
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan Qertakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1998
tentang Pajak Hotel dan Restoran dinvatakan tidak berlaku lagi.
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Pasal 35

Pasal 37

—_
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£RETARIS KABUPATEN,

KABUPATEN MUNA TARUN 2011

- o B X od
aS5ai vo

(1) Terfyadap obyek pajak yang pajaknya teiah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan
Dagrah ini dan belum dibayar, maka besarnya pajak yang terutang didasarkan pada
Peraturan Daerah yang berlaku terdahulu;

{2) Terpadap obyek pajak yang ada seteiah berlakunya Peraturan Daeraili ini, pajak yang
dikenakan berdasark.an ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian dengan
Peraturgn Bupatli sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya.

F’e:alurTn Daeran ini iuiai beriaku pada langgai diundangkan.,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Caerah ini
denganpenempataninya dalaim Lembaian Daerah Kabupaten Muna.

Ultetapkan di Ranha
pada tanggal /2 - ¢ -2011

SUPAYT MUNA,

H. L.vi. BAHARUDDIN
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PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAR RABUPATEN MUNA

NOMOR TAHUN 2011

PAJAK RESTORAN

j i

dukung pelaksanaan otonomi daerah untuk mampu mengurus dan mengatur
erdith, maka pajak daerait merupakdan saiah satu sumber pembiayaan dalam
merintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.
abupaten Daerah Tingkat I Muna Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan
K ieigvai lagi dengan perkeinibaingan pembangunain saat ini, sehingga peiiu
irnakan kembali sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
etribusi Daerah.

AL DEMI PASAL

yang dicerminkain daiam pasei ini dimaksudkan agar dapat dipercieh

keseragaman pengertian atas isi Peraturan Daerah ini sehingga terhindar d rri
kesalahpaltaman dalam penafsirannya.
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PEMERINTAH KABUPATEN MUNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
NCMOR /5 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK HOTEL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 28
T%Twun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hiburan
me rupakan jenis pajak daerah kabupaten/kota;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Muna Nomor 7 Tahun 1998
tentang Pajak Hotel dan Restoran sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
saat ini sehingga perlu ditinjau kembali:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, mal:a
periu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muna tentang Pajak Hotel.

. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Tingkat # di Sulawesi {Lembaran Negarz Tahun 1959 Noemor 74, Tambahan
Lembaran Negara Nomoar 1822);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);

Unbang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan’Pajak Dengan Surat
Paksa {Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3091) sebagaimana tefah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun

2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4048,

. Ungang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran

Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
Ungang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahar. Lambaran Negara Nomor 4355);
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,
Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dzerah
seﬁ:agaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor
12 (Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Unpang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Dagrah {Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5049); ﬁ

Pefaturan Pemeriniah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab 'Jndang-
ungang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258),

10.Pefaturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang“i:Tata Cara Penyitaan

Dajam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);

11. Pefaturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaian Negara
Nomor 4578},
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.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

L Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah
Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri Oleh Wajiy Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan
lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; -

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah; ‘

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah
dan Berita Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 22}

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA
dan
BUPATI MUNA

MEMUTUSKAN :
RATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HOTEL

SAB i
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

am Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Muna;

Pemerintah Daerah adalah Pamerintah Daerah Kabupaten Muna;

Bupati adalah Bupati Muna;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna;

Dinas PPKAD adalah Dinas PPKAD Kabupaten Muna;

Kepaia Dinas PPKAD adalah Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Muna,

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ;

Badan adalah sekumpulan orang danfatau modal yang merupakan kesatuzan paik_
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan _usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseronan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usahg
Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, ﬁ.rma., kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha
tetap, dan bentuk badan iainnya; o '
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pa!ak
kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang _t:;ers:fat
memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mer]dapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besamya
kemakmuran rakyat;
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10.
. Hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan, peristrahatan termasuk jasa

o

Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan okeh Hotel;

terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga Motel, Loemen,
Gubuk Parawisata, Wisma Pariwisata, Pesanggrahan, Rumah Penginapan dan
sejenisnya, serta Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuiuh).

. Subyek pajax< adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak;
. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong

pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada 'suatu saat, dalam

Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data

obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai
kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;

. Surat Pemberitahuan Pajal. Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah

surat yang oleh Waijib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah;

. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti

pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;

. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalat. surat

ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat

SKPDKB, acalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok
pajak, jumiah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,
besarnya sanksi administratif, dan jumiah pajak yang masih harus dibayar;

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya

disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan
atas jumlah pajak yang ditetapkan;

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB,

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumiah kelebihan pembayaran
pajak, karena jumiah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau
seharusnya tidak terutang;

. Surat Keketapan Pajak Daerzh Nihil, yang selanjunya disingkat SKPDN, adalah

surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat

untuk melakukan tagihan pajak danfatau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

BAB ii
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Hotel dipungut Pajak atas setiap pelayanan yang disediakan

hotel dengan pembayaran.

)

Pasal 3

Obyek Pajak Hotel adalah Pelayanan yang disediakan oleh Hotel d.engan
pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya
memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan
hiburan; 3

Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas te!gpon,
faksi mill, teleks internet, foco copy, pelayanan cuci, seterikat, transportasi, dan
fasilitas sejenis¥ainnya yang disediakan atau dikelola Hotel,
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(3) Tidak termasuk Obyek Pajak Hotel sebagaimana dimak'sud pada ayat (1) adalah
a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah;

b. Jasa sewa Apartemen, Kondominium dan sejenisnya;

Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti
asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;

e. Jasa biro perjatanan atau pelayanan wisata yang diselenggarakan oleh Hote!
yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

ao

Pasal 4

(1)l Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atav iﬁiadan yang mekakukan
pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hote!;
(2)] Waijib Pajak Hotel adalah orang Pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

BAB it
DASAR PENGENAAN
DAN TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal §

Dajur pengenaan pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau seharusinya dibayar
Kepada hotel.

Pasal 6
(1) [Tarif Pajak Hotel ditetapkan 10 % ( sepuluh persen).
(2) |Tarif Rumah Kos diatas 10 (sepuluh) kamar ditetapkan 5 % (lima persen)

Pasal 7

Besaran pokok pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5. -

BAB IV :
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8
Pajak Hotel yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat Hotel berfokasi .

BABV
MASA PAJAK

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka vyak_tu lain yang
ditetapkan oieh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalende‘r._yang menjadi dasar bagi
waijib pajak untuk menghitung,menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

| BAB VI
| SURAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 10

(1) Setiap wajib pajak yang mengusahakan Hotel wajib mg_ngisi SPTFfD;

(2) SPTPD sebagaimara dimaksud pada ayat g1) harus diisi dengan jelas, benar dan
engkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kua;anya; . .
(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dr§ampa|kan ke_pada Bupati
selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak; _
(4) [Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
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BAB VI
PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 11

Pemungutan Pajak Hotel dilarang untuk diborongkan;

Pemungutan Pajak Hotel dilakukan oleh Dinas atau Pejabat lain yang ditunjuk
oleh Bupatt;

Setiap Wajib pajak berkewajiban membayar pajak yang terutang berdasarkan
Surat Ketetapan Pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan perpajakan;

Pasal 12

Dalam jangka waktu 5 {lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat
menerbitkan :
8. SKPDKB dalam hal : :
1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang
terutang tidak atau kurang bayar; f
2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu
dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya
sebagaimana yang ditentukan dalam surat teguran;
3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terut.ng
dihitung secara jabatan,
. SKPDKET jika ditemukan data atau data yang semuila belum terungkap yang
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
SKPDN jika jumiah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit

o
T

o
b ad

pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
umlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud
alam ayat (1) huruf a. angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif
erupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan dihitung dari pajak yang kurany
tau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua pulub empat)
ulan dihitung sejak terutangnya pajak;
umlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana
imaksud pada ayat (1) hurf b, dikenakan sanksi adminstrstif berupa kenaikan
ebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
enaikan sebagaimana dimaksud pada ayat {3) tidak dikenakan jika wajib pajak
elaporkan sendiri sebelum melaporkan tindakan pemeriksaan;
Jumlah pajak yang terutang dalam SKPNKB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a. angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25
% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa
unga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau
térlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 {dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak.

e

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan, pengisian, dan atau
peny&mpaian STPD. SKPDKB, SKPDKBT, dan/atau SKPDN diatur dengan Peraturan

Bupati.

BAB Vil
PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu ‘
Tata Cara Pembayaran dan Penagihap

Pasal 14

upati dapat menerbitkan STPD apabila :

. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

dari hasil pemeriksaan SPTPD terdapat kekurangan pembayaran pajak
sebagai akibat salah'tulis dan/atau salah hitung;

wajib Pajak dikenakan sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.

opm
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(2) [Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi admininistratif berupa
bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas)
bulan sejak saat terutangnya pajak.

(3) [SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran
dilaksanakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)
perbulan dan ditagih melalui STPD

Pasal 15

Saknsi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan 14 merupakan
pen%rimaan Daerah dan wajib disetor ke Kas daerah,

Pasal 16

(1) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembettilan, Surat Keputusan

Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus

dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam

angka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan,

(2) Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pada saat

atuh tempo pembayarannya tidak dibayar atau kurang bayar dikenakan sanksi

aCministratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu

paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;

(3) Kepala Daerah atas permchonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan

yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk

mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga

sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan;

(4) Pajak yang terutang dibayar ke Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran lain

yang ditunjuk oleh Bupati; ‘

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetiran, angsuran dan
enundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
embetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang tidak atau
urang dibayar oleh Waijib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa;

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan
erundang-undangan.

Bagian Kedua
Keberatan dan Banding

Pasal 18

15: M \Ff:lajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau
ejabat yang ditunjuk atas suatu :
G . . SKBPKB;
! . SKPDKBT;
| . SKPDLB
. SKPDN. ; .
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai
lasan-alasan yang jelas; '
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) buign sejak
t| rggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud
alam ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu
ifu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; . o
(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit
ejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak; . .
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dlmaksud pada ayat
(), ayat (2), ayat.(3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan

ehingga tidak dipertimbangkan;
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{6)| Tanda 'per'\erimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat
yang dl_tunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat
sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

Pasal 19

(1)| Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat
Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;

(2)| Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besamya pajak yang terutang;

(3) | Apabila jangka waldu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupat tidak
memberi suatu keputusan, keberatan yang digjukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20 .

(1) | Waijib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak
! ternadap keputusan mengenai keberztannya yang ditetapkan oleh Bupat;
' (2) | Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersehet:
| (3) | Pengajuan permohoan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak
, sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

T e W

fasal 21

(1) | Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagaian atau

seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan

bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh

empat) bulan; :

(2) [imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejek bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB;

(3) | Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak

dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen)

dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang

telah dibayar sebelum mengajukan keberatan;

(4) |Dalam hal Waiib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrative

berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) tidak dikenakan,

(5) |Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak

dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100 % (seratus persen) dari

jumiah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak

yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketiga
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau
Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 22

(1) | Atas Permohonan Wajib Fajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah dapat
membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang
dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung

dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah. .k

(2) | Bupati dapat:’

l'a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda
dan kenaikkan pajak yang terutang menurut peraturan perundang—unda_ngan
perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan
Wajib pajak atau bukan karena kesalahannya,

b. mengurangkan atau membatalkan SSPD, SKPDKS, SKPDKBT atau STPD,
SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; .

¢. mengurangkan atau membatatkan STPD;

d. membatalkan hasii pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau
diterbitkan tidak sesuai dengann tata cara yang ditentukan;
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L. mengurangkan atau membatalkan pajak terutang dalam hal objek pajak
terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan

i mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangar
kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi
administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimna
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB IX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan

pengembalian kepada Bupati; g

Bupati dalam jangka wakiu paling lama 12 (dua belas) builan sejak diterimanya

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), harus memberikan keputusan;

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah

dlilampaui dan Bupati tidak mernberikan suatu keputusan, permohonan
ngembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus

gFerbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran

pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk
elunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut;

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya

SKPDLB;

Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua)

bylan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan

atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak;

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui

waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib

Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;

Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh

apabila :

a/| diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

b| ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak
langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal

penyampaian Surat Paksa tersebut;

Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2}

hiruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempur: ai

utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;

Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

h%ruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan

pembayaran dan permchonan keberatan oleh Waiib Pajak.
Pasal 25

Plutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
ptl:nagihan sudah kadzluwarsa dapat dihapuskan; _ .

Blipati menetapkar Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah
kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat {10},
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Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB Xi
PEMERIKSAAN

Pasal 26

Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah; )
Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
a. memperlihatkan dar/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi

dasamya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap

periu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
c. memberikan keterangan yang diperlukan.
Apabila pada saat pemerksaan, Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimaria dimaksud pada ayat (2), maka pajak terutarg ditetapkan secara jabatan;
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB XIf
INSENTIF PEMUMGUTAN

Pasal 27

Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Hotel dapat diberi insentif atas
dasar pencapaian kinerja;
Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat {1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan
perundang-unclangan. :

BAB Xl

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 28

Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang
diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan
atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah;
Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Tenaga
Ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daeranh;
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) aJalah :
a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam
sidang pengadilan;
b.Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan
keterangan kepada pejabat lembaga negara atau Instansi Pemerintah yang
berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada
Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tenaga Ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, mempertihatkan bukti tertulis
dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk; -
Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau
perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum
Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
untuk memberikan dan memperiihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak
yang ada padanya;
Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama
tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara
pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.
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BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 29

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik

Pegawai Negeri Sipil Daerah;

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti. mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sshubungan
dengan tindak pidana perpajakan daerabh;

¢. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi Badan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana
di bidang perpajakan daerah; _

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa,

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau salcsi;

j.  menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana
di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum

melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SSPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak
benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali
jumiah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar,;

Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak
benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 {eripat)
kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 31

\dak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui _jangka
ktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau beralghimya Masa Pajak atau
rakhirmya Bagian Tahun Pajak atau berakhimya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 32
Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang k_arena
kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasi.akan hal' sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00

{empat juta rupiah);

4
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(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan
sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak
dipenuhinya kewajiban Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan
pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah};

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar;
(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai
dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan
selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 33

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2)
merupakan penerimaan negara.

BAB XVi
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

(1) Terhadap obyek pajak yang pajaknya telah ditetapkan sebelum berlakunya
Peraturan Daerah ini dan belum dibayar, maka besarnya pajak yang terutang
didasarkan pada Peraturan Daerah yang berlaku terdahulu;

(2] Terhadap obyek pajak yang ada setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, pajak
yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerab ini.

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian
depgan Peraturan Bupati sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya.

Pasal 37
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini[dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.

an di Raha
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PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA

NOMOR TAHUN 2011

TENTANG PAJAK HOTEL

UMUM

alam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan perpajakan
fsebagai salahi satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepaia rakyat,
Eseperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan
iberlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Pemerintah Kabupaten Muna memiliki kewenangan untuk mengatur dan menetapkan jenis-jenis
pungutan termmasuk pajak yang merupakan sumber penerimaan bagi Pendapatan Asli Daerah.
I0leh karena i{u, disadari bahwa pemanfaatan hotel di Kabupaten Muna cukup potensial sebagai
salah satu jenis sumber pajak sehingga perlu diatur kembal dan dilakukan penyesuaian terhadap
iregulasi yang |selama int memayungi pelaksanaan pungutan Pajak Hotel, yaitu Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahyn 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran. Penyesuaian terhadap peraturan daerah
tersebut diarghkan unfuk meningkatkan rasa keadilan bagi wajib pajak, tidak menyebabkan
ekonomi biayg “inggi dan akuntabilitas pengenaan pungutan. Dengan demikian diharapkar pajak
yang dikenakan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, memberikan kepastian bagi
masyarakat dan dunia usaha, serta meningkatkan kesadaran masyarakat datam memenuhi
kewajiban perpajakannya.

PASAL DEM! PASAL

Pasal 1 L
Cukup jelas
3 Pasal 2
Cukup jelas.
Pasa! 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
.Cukup jelas.
Pasgl 6
{Cukup jelas.
Pasal 7
: .Cukup jelas.
4 Pasal 8
Cukup Jelas.
1 Pasal 9
'Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
iCukup jelas.
it Pasal 12
: Cukup jelas.
Pasal 13
‘Cukup jelas.
Pasal 14
.Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelLs
Pasal 16
3 Cukup jelas.
i Pasal 17 -
é‘, Cukup jelas.
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Pasal 20

Pasal 21

3 l Cukup je
B Pasal 24

8 Pasal 25
§  Cukupjel
 Pasal 26

 Pasal 27
] Pasal 28
Pasal 29

i Pasal 30
Cukup jel

Pasal 31
' Cukup jel

Pasal 32
, Cukup jel
¥ Pasal 33

Pasal 34
_ Cukup jels

Pasal 35
Pasal 36

Pasal 37
Cukup jel
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Cukup jelas.
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PEMERINTAH KABUPATEN MUNA

e e e e .

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
NOMOR /7 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf ¢ Undang-undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hiburan
merupakan jenis pajak daerah kabupaten/kota;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat it Muna Nomor 8 Tahun
1998 tentang Pajak Hiburan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat
ini sehingga periu ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka
periu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muna tentang Pajak Hiburan.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat 1! di Sulawesi (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1859 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
Undang-uridang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3091} sebagaimana telah diubah dengan.Undang-undang Nomor 19
Tahun 2000 {Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan [embaran
Negara Nomor 4048);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran
Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Peraturan Penindang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,
Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahain Daerah
se:bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437Y,

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan

Dalam Ranigka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049):
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. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan

Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daurah
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201C Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 -tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

. Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur

Penyusunan Produk Hukum Daerah; .

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahuq:; 2006 tentang l.embaran

Daerah dan Berita Daerah; ‘

. Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di

Lingkungan-Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan
Lermbharan Negara Nomor 22).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN MUNA
dan

BUPATI MUNA

MEMUTUSKAN :

ERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

rasal 1

alam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupetan Muna;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupetan Muna;

Bupati adalah Bupati Muna;

Dewan Perwakifan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPR[ adailah
Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Muna;

Dinas adalah Dinas PPKAD Kabupaten Muna;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Muna; .
Pejabat adalah Pegawai diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan; _
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara
atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Ferkumpulan,
Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana
Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha lain; o

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi _waj:b kepada
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bgrsrfat rmemaksa
berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daeral} bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat;
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10|Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan Hiburan;

11.|Hiburan adafah semua jenis tontonan, pertunjukan, dan/atau keramaian yang

dinikmati dengan dipungut bayaran;

12.[Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak,

memotong pajak dan memungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Perpajakan Daerah;

13.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu} bulan kalender atau jangka waktu lain

yang diatur dengan Peraturan Bupati paling fama 3 (tiga) bulan kalender, yang
menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan
pajak yang terutang; _

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalzh surat

yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran

pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajek dan/atau harta dan kewajiban sesuai

Hengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat SSPD adalah bukti

pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan

formulir atau tidak dilaksanakan dengan cara lain ke kas daerah melatui tempat
pembayaran yang di tunjuk oleh Bupati;

16. Surat Ketetepan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat

ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumiah pokak pajak yang terutang;

17. !Furat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjunya disingkat SKPDKB

dalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,

jomniah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran, jumliah pokok pajak,
esarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
isingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan
tas jumlah pajak yang telah ditetapkan; :

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah
urat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama becarnya
engan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB,
dalah surat ketetapan pajak yang ditentukan jumlah kelebihan pembayaran

;iajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau
seharusnya tidak terutang;

21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk
elakukan tagihan pajak danfatau sanksi administratif berupa bunga dan/atau derda.

14,

15.
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BAB Il
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2
Dengan Nama Pajak Hiburan di pungui pajak atas setiap penyelenggaraan Hiburan
Pasal 3

(1) QObjek Pajak Hiburan adalah Jasa penyeienggaraan Hiburan dengan dipungut bayarzr:,
(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a| tontonan Film;

b| pagelaran kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana;
¢| kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya;

d| pameran;

e| diskotik, Karaoke, Kiab Malarii dan sejenisnya;

f.| sirkus, Akrobat, dan Sulap;

g| permainan Bilyar, Golf dan Bowling;

pacuan Kuda, Kendaraan Bernctor, dan Permainan Ketangkagan;
panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center),
pertandingan Olah Raga.

—— —
- v

-
K

Pasal 4

(1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hibyran;
(2) Waijib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.
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BAB llI
DASAR PENGENAAN TARIF
DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal §

(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang
ssharusnya diterima cleh penyelenggara Hiburan;

(2) Jumlah uang yang seharusnya diteima sebagaimana dimaksud ayat (1)
termasuk potongan harga dan tiket Cuma-cuma yang diberikan kepada penerima
jasa Hiburan.

Pasal 6

Ketentuan besarnya tarif berdasarkan kelompok jenis hiburan sebagai berikut:

Kelompok Jenis Hiburan ' Besarnya Tarif

- (%)
Hiburan Umum antara lain: 25
a. |tontonan film; - 25
b. |pagelaran musiiitari 25
€. |pameran; 25
d. |sirkus; ' 25
e. |akrobat,; 25
f. |sulap; 25
g. |permainan biliyard; 25
h. |golf, 25
I. |bowling; ,_ 25
j.- |pacuan kuda; . S 25
k. |balap kendaraan bermotor, C 25
|

dan pertandingan olah raga.

Hiburan Tradisional
agelaran musik/tari tradisional dan seni tradisional; 5
b. pagelaran busana tardisonal. 5

Hiburan Khusus

a. Permainan Ketangkasan; 65
b. diskotik ; 65
c. $araoke‘ €5
d. klub malam; 65
e. thanai uap/spa, 65
f. |Eant| pijat; 65
g. pagelaran busana; 20
h. kontes kencantikan 30
Pasal 7

Besarya pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana
dimaksud dalam pasal 5 ayat (1). )

BAB v
WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 8

Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat diselenggarakar Hiburan.

s
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BABV
MASA PAJAK

Pasai §

Mfsa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu 'ain yang
ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
SURAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasat 10

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyele;hggaraan Hikuran.
Pasai 11

(1) Setiap wajib pajak mengisi SPTPD;

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan
lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya;

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati
selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari setelah masa pajak;

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB Vi
PEMUNGUTAN PAJAK
j Pasal 12

(1) Pemungutan Pajak Hiburan dilarang untuk diborongkan,;

(4) Pemungutan Pajak Hiburan dilakukan oleh Dinas atau Pejabat lain yang ditunjuk
oleh Bupati; o

) Setiap Wajib pajak berkewajiban membayar pajak yang terutang berdasarkan
Surat Ketetapan Pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan perpajakan;

(4) Wajib pajak vang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan
menggunakan SPTPD, SKPDLE dan/ztau SKPDKET.

—
[3Y)

Pasal 13

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat
menerbitkan :
a. SKPDKS8 dalam hal :

1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang
terutang tidak atau kurang bayar;

2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu
dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada wa tunya
sebagaimana yang ditentukan dalam surat teguran;

3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang
dihitung secara jabatan. ‘

b. SKPDKBT jika ditemukan data atau data yang semula belum terungkap yang

menyebabkan penambahan jumiah pajak yang terutang; ‘ .

c. SKPDN jika jumiah pajak yang terutarng sama besarnya dengan jumlah kredit
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. _ .
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud
i ‘ dalam ayat (1) huruf a. angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif
berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan dihitung dar pajak yang kurang
atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan dihitung sejak terutangnya pajak;

¥
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(3) Jumiah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurf b. dikenakan sanksi adminstrstif berupa kenaikan
sebesar 100 % (seratus persen) dari jumiah kekurangan pajak tersebut;

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak
melaporkan sendiri sebelum metaporkan tindakan pemeriksaan;

(§) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar
25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif
berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang
atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. '

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitah, pengisian, dan / atau
penyampaian SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan /atau SKPDN diatur dengan
Peraturan Bupati. !

BAB Vi
PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 15

(1) Bupati dapat menerbitkan STPD apabila :

a. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

b. dari hasil pemeriksaan SPTPD terdapat kekurangan pembayaran pajak
sebagai akibal salah tulis danfatau salah hitung; .

¢. walib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

() Jumtah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi admininistratif berupa
bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas)
bulan sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 16

i) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumiah pajak yang harus
dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilurasi dalam
jangka waktu paling fama 1 {satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;

2) Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pada saat
jatuh tempo pembayarannya tidak dibayar atau kurang bayar dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2 % {dua persen) sebulan untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;

() Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang

ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga
sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan; N _
4) Pajak yang terutang dibayar ke Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran lain
yang ditunjuk oleh Kepala Daerah; ; .

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetiran, angsuran dan
penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STP_D, Surat Kfeputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang tidak atau
kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengjan Surat

Paksa; A
(2) Penagihan pdjak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan.
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Bagian Kedua
Keberatan dan Banding

Pasal 18.

(1} Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat

yang ditunjuk atas suatu :

a. SKBPKB;

b. SKPDKBT,

c. SKPDLB

d. SKPDN. \ :

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas; :

(3) Keberatan harus digjukan dalam jangka waktu paling.lama 3 (tiga) bulan sejak

tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu

itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;

(4? Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit

sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak;

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan

sehingga tidak dipertimbangkan;

(63 Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat
yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat

sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

Pasal 19

-—

(1) Bupati dalam jangka wakiu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat
Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau

sebagian, menolak, atau menambah besamya pajak yang terutang;

3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut

dianggap dikabulkan. }

—
d

Pasal 20

1) Waijib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada FPengadilan
) Pajak terhadap keputusan imengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati;
2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara
tertulis dalam bahasa indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3
(tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan
i keberatan tersebut, : ,
3) Pengajuan permohoan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan: Putusan Banding.
4
Pasal 21 4
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(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagaian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan
bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh
: empat) bulan, - .

§ {2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
! pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB; . o

j 3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, VWajib Pajak
‘ : dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % (lima pu!ut'x'persen)
dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pzjak yang
telah dibayar sebelum mengajukan keberatan; . . N .
(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan bandmg: sanksi .adm:mstratlve
berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak dikenakan;
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(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Waijib Pajak
dikenai sarksi administratif berupa denda sebesar 100 % (seratus persen) dari
jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketiga
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau
Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 22

(1) Atas Permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah dapat
membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang
dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis ‘dan/atau kesalahan hitung
dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah. , Tos

(2) Kepala daerah dapat :

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda
dan kenaikkan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-uiviangan
perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kel hilaian
Wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan SSPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD,
SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan STPD;

d. membatalkan hasit pemeriksaan atau ketetapan pajak yang ditaksanakan atau
diterbitkan tidak sesuai dengann tata cara yang ditentukan;

€. mengurangkan atau membatalkan pajak terutang dalam hal objek pajak
terkena bencana alam atau sebab fain yang luar biasa; dan

f mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan
kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

3) Ketentuan lebih tanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi

administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimna

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB 1X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Bupati,

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimakeud pada ayat (1}, harus memberikan keputusan;

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permochonan
pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut; o

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB;
(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setetlah Iewa_t 2 (dua)
bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan
atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak; _ ‘

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
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BAB X
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui

waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib

Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;

{2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh

apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau ‘

b. ada pengakuan ulang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak
langsung. «

{3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal

penyampaian Surat Paksa tersebut;

{4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pacla ayat (2)

huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai

utang pajak dan helum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;

5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pacia ayat (2)

huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan

pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 25

(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagib lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah
kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (10);

3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan
Peraturan Bupati. .

BAB XI
PEMERIKSAAN

Pasal 26

(1) Bupati berwenang meiakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerabh;

(2) Waijib Pajak yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi
dasamya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap
periu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan/atau

¢. memberikan keterangan yang diperiukan. ‘

(3) Apabla pada saat pemerksaan, Wajb Pajak tidak melaksanakan kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pajak tenttang ditetapkan secara jabatan;

(4) Ketentuan lebih ianjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan

Peraturan Bupati. i

BASB xil
INSENT!F PEMUNGUTAN

Pasal 27

(1) Instansi yang meiaksanakan pemungutan Pajak Hiburan diberi insentif atas dasar
pencapaian kineria; . .
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; - _

(3) Tata cara pemberian dan permanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan

perundang-undangan.
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BAB Xl
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 28

(1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang
diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan
atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah,

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Tenaga

Ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam
sidang pengadilan;

b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan
keterangan kepada pejabat lembaga negara atau Instansi Pemerintah yang
berwenang meiakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

(4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada

Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tenaga Ahli sebagaimana

dimaksud pada ayat {2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis

dari atau tentang Waijib Pajak kepada pihak yang ditunjuk;

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau

perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum

Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis kepada Pejabat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), untuk memberikan dan memperfihatkan bukti tertulis dan
keterangan Waijib Pajak yang ada padanya;

(6) Pemintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama

fersangka atau nama tergugat, keterangan yang dimirta, serta kaitan artara perkara

pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 29

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik

Pegawai Negeri Sipit Daerah;

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana perpzjakan daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi Badan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen Jain berkenaan dengan tindak pidana
di bidang perpajakan daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

g. menyuruh berhenti danfatau mefarang seseorang meninggalkan ryangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;

i. memanggjl orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi,

j. menghentikan penyidikan; dan/atau
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k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyicikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BABXV
KETENTUAN PIDANA _

‘

Pasat 30

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SSPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak
benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu} tahun atau pidana denda paling benyak 2 (dua) kali
jumiah pajak terutang yang fidak atau kurang bayar;

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak
benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat)
kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 31

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka
waktu & (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau
berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 32

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya
tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1
(satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta
rupiahy,

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak
memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya
kewajiban Pejabat sebagaimzna dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda
paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar,

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat () sesuai
dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan
selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasat 33

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2)
merupakan penerimaan negara.

Pasal 34

Sanksi administratif aebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan 16 merupakan
penerimaan Daerah dan wajib disetor ke Kas Daerah

£
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BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

§ Pasal 35

i

E:)engan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat If Muna Nomor & Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan dinyatakan tidak

berlaku lagi.
Pasal 36

1} Terhzdap obyek pajak yang pajaknya telah ditetapkan sebelum berlakunya
Peraturan Daerah ini dan belum dibayar, maka besarnya pajak yang terutang
didasarkan pada Peraturan Daerah yang berlaku terdahulu;

{2) Terhadap obyek pajak yang ada setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, pajak
yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

o

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian
!dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya.

; Pasal 38
E -

i’eraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
‘Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
‘nm dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha

pada tanggal t1z.~9 - 2011

|
; BUPATI MUNA,

H. L.M. BAHARUDDIN

i i Diundangkan di Raha
pada tanggal 12. ~g - 2011

* SEKRETARIS KABUPATEN,

Mo—

H.LA ORA

LEMBARAN D

AERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2011
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PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
!
NOMOR TAHUN 2011
|

. TENTANG
|
| PAJAK HIBURAN

H

¢ ENJELASAN: UMUM

Dalam rangkasmendukung pelaksanaan otonomi daerah untuk mampu mengurus dan mengatur
rumah tanggarnya sendiri, maka pajak daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam
penyelenggargan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Muna Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak
Hiburan sudaly tidak relevan lagi dengan perkembangan pembangunan saat ini, maka periu
ditinjau dan disempurnakan kembali sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak lDaerah dan Retribusi Daerah.

H
PENJELASAI\;I PASAL DEMi PASAL

Pasal 1 ;
istilabkistilah yang dicerminkan dalam pasai ini dimaksudkan agar dapat diperoleh
keserﬁgaman pengertian atas isi Peraturan Daerah ini sehingga terhindar dari
kesalahpahaman dalam penafsirannya.
Pasal 2 :
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup? jelas .
Pasal 4 !
Cukup jelas
Pasal 5
| m. Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
: Cukup jelas
Pasai 8
E Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jetas

Pasal 10

" Cukup jelas
Pasal 11

i Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

' Cukup jelas

Pasal 14

; Cukup jelas
Pasal 15

Cukup iclas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cuklp jelas - .

Pasal 20

Cuk!up jelas

Pasal 21
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Cukquelas
Pasal 22 ;
‘ Cuk«.lpjelas
Pasal 23
' Cukup jelas
Pasal 24
' Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cuklip jelas
Pasal 27
' Cukup jelas
Pasal 28
" Cukup jeles
Pasal 29
_ Cukup jelas
Pasa! 30
' Cuklp jelas
Pasal 31
! Cuklp jelas
Pasal 32 !
! Cukup jelas
Pasal 33
; Cukup jelas
Pasal 34 |
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36 E
CuKup jelas
Pasal 37
CukKup jelas
Pasal 38
Cu@upjelas

TAMBAHA;N { EMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR :

i
i
1
!
!
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PEMERINTAH KABUPATEN MUNA

. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
NOMOR /8 TAHUN 2011 .
TENTANG s
PAJAK REKLAME

t  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

E BUPATI MUNA
?

Da Pw.a berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf ¢ Undang-undang Normor
8 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame

merupakan jenis pajak daerah kabupater/kota;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat It Muna Nomor § Tahun

1988 tentang Pajak Reklame sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat

ini sehingga perlu ditinjau kembali;

uapwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 2 dan b, maka

pPrlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muna tentang Pajak Reklame .

i Undang undang Nomor 28 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah

qugkat il di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

"nljang -undang Nomer 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3208),
Untang-undang Nomor 19 Tahiun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
No}nor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19
Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4048},

Undang undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran
Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomer 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 63,
Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4388),

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dasrah
seBagalmana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor
12 |Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5049); .
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258),

10. Pe[aturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan

Dajam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);

11.Petaturan Pemerintdah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Neqara Nomaor 4578);
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12. P:eraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dar,
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tarun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
F’emanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daersh
(Lembaran Negara Republik Indor.esia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
L mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedcman
Pengelolaan Keuangan Daerah sehagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah;

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran
Daerah dan Berita Daerah;

18.Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Maskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

19.Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyidik

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan
L gmbaran Negara Nomor 22).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN MUNA
dan
BUPATI MUNA

MEMUTUSKAN :

: PER/%«TURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME

| BAB |
; KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalan;w Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupetan Muna;
P;merintah Daerah adalah Pemerintah Kabupetan Muna;
Bupa‘u adalah Bupati Muna;
D?wan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
D2wan Perwakilan Daerah Kabupaten Muna;
Dmas adalah Dinas PPKAD Kabupaten Muna;
nepala Dinas adalah Kepata Dinas PPKAD Kabupaten Muna;
Pe]abat adalah Pegawai diberi tugas tertentu dibidang Perpa]akan Daerah sesuai
dqngan Peraturan Perundang-undangan;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan
Térbatas Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara
atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpuian,
Flrma Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana
nsiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha lain;

ia*’ Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalan kontribusi wajih kepada
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat mernaksa
berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara
lapgsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat,
10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan;
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11.R!bklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak

rdagamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengarijurkan,

empromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa,
orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau
dinikmati cleh umum;

12. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayaran aajak,

emotong pajak dan memungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan ,Perundang-undangan
Perpajakan Daerah; 4

13.Lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau
beberapa bauh reklame;

14, Ppnyelenggaraan Reklame adalah Perorangan atau Badan Hukum yang
menyelenggarakan reklame baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas
r1::1ma pihak lain yang menjadi t2nggungannya;

15. Kawasan/Zona adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan
W layah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame;

16.Njlai  Jual Obyek Reklame (NJOPR) adalah keseluruhan pembayaran
péngeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggaran
reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame,
kci&nstr(.km instafasi  listrik, pembayararfongkos perakitan, pemancaran,
peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, transportasi pengangkutan
dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan,
diperagakan ditayangkan dan atau dipasang ditempat yang telah diizinkan;

17 .Njlai Strategi Lokasi Reklame (NSLR) adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada
titk lokasi pernasangan reklame terbesar berdasarkan kriteria kepaciatan,
pemaanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha;

18. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain
yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang
menjadi dasar bagi waijib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan
pajak yang terutang;

19. Stirat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat
yélng oleh waijib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan darvatau pembayaran
quak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;

20. S*’xrat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat SSPD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau tidak dilaksanakan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pémbayaran yang di tunjuk oleh Bupati;

21.Slrat Ketetepan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat
kétetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokek pajak yang terutang;

22, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjunya disingkat SKPDKB
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajk,
Jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran, ;jumlah pokok pajak,
besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih;harus dibayar;

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
dtslngkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan
atas jumiah pajak yang telah ditetapkan;

24. S‘urat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan jumiah pokok pajak sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

25.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebir. Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB,
atalah surat ketetapan pajak yang ditentukan jumlah kelebihan pembayaran
pfajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau
seharusnya tidak terutang;

26.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk
npelakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

|
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BAB Il
NANA, CBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan Nama Pajak Reklame di pungut pajax atas setiap penyelenggaraan Rekiame.

(1)
(2)

(1

(3)

{4)

(1)
(2)

3)

(4)

(5

Pasal 3
Ob}ek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
Obyek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. |Reklame Papan/Billboord/Videctrom/Megatron dan sejenlsnya
b. [Reklame Kain;
c. {Reklame melekat steker,;
d. |Reklarre selebaran
e. [Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
f. |Rekiame udara;
g. |Reklame apung
h. |Reklame suara
i. |Reklame film/slide-
j. iReklame peragaan.
Tidak termasuk cbyek pajak reklame adalah :
a,

Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta
mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
Label/merek produik yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang
berfungsi membedakan dari produk sejenis lainnya;
Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan
tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang
mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut: -
d. {Reklame diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah:;
e. |Penyelenggaraan reklame yang digunakar untuk keperiuan:

1. Kegiatan pendidikan dan Ibadah;

§2. Kegiatan sosial dan politik

i
‘

=4
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: Pasal 4

Syl jek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan
Reklame;

Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan
Reklame

Dalam hal Reklame diseienggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi
atqu Badan, Waijib Pajak Reklame adalah Orang Pribadi atau Badan tersebut;

Dglam hal Reklame dicelenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut
m?n}adi Pajak Reklame.

: BAB Il
; DASAR PENGENAAN TARIF ‘
DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK
; Pasal 5
Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame
Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame
sgbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak
Reklame
Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana
d!h‘uaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan
yang digunakan, lokasi penzmpatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan,
Ju!mlah dan ukuran media reklame;
Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud “pada ayat (2) tidak
diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan
menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

ara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
aFaIah NSR = Nilai Strategi Pemasangan Reklame + NJOP Reklame.
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{(6) [Hasil Perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dlmaksud pada ayat (4)

ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
t

Pasai 6
Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

rasal 7

Besarnya pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan
tariﬁ sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan Pajak
seb!agaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1).

§ BAB IV
s WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 8
Paj:;ak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Reklame.

SABV
MASA PAJAK

§ Pasal §

Ma:sa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender serta diperpanjang samapi
3 (iTiga ) bulan.

BAB VI
SURAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

j Pasal 10

Paj:ak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan Pajak Reklame.

Pasai 11

(1)z Setiap wajib pa;ak melaporkan data subjek dan objek pajak;

{2)] Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan
! pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

(3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
! . A
¢ (1) ditetapkan denganr Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
“ Tata Cara Pemungutan

Pasal 12

(1) Pemungutan Pajak Rekiame dilarang untuk diborongkan;

(2) Pemungutan Pajak Reklame dilakukan oleh Dinas atau Pejabat lain yang
ditunjuk oleh Bupati;

(3) Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati
dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;

(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dlmaksud pada ayat (4) berupa
karcis atau nota perhitungan,
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Pasal 13

Tata Cara Penerbitan SKPD atau dokumen lain - yang dibersamakan diatur
dengan Peraturan Bupati;

Ketentuan lebih Ianjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD
atau dokumen lain diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 14
Bagian Kesatu
Tata Cara Pembzyaran dan Penagihan

Bupati dapat menerbitkan STPD apabila :

a. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

b. wajib Pajak dikenakan sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana c¢imaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi admininistratif berupa
bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk palmq lama 15 (lima belas)
bulan sejzk saat terutangnya pajak.

SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran
dilaksanakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)
perbulan dan ditagih melalui STPD.

Fasal 15

STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan
Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah,
merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan:

Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pada saat
jatuh tempo pembayarannya tidak dibayar atau kurang bayar dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;

Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
mengangsur atau menunda pembayaran paiak, dengan dikenakan bunga
sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan;

Pajak yang terutang dibayar ke Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran lain
yang ditunjuk oleh Bupati;

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetirar, angsuran

- dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Pajak yang terutang berdasarkan STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang tidak atau kurang dibayar oleh
Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa;

Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkar peraturan
perundang-undangarn.

Bagian Kedua
Keberatan dan Banding

Pasal 17

\Waijib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat

yang ditunjuk atas suatu :

a. SKBPKB; _ .

b. SKPDKBT,

c. SKPDLB

d. SKPDN. _ _ _
Keberatan diajukan secara teiiulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas;
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Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan s&jak
tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu
itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit
sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak;

Keberatan yang tidak memenuhi parsyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan
sehingga tidak dipertimbangkan;

Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan cleh Bupati atau Pgjabat
yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat
sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

Pasal 18

Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat
Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang;

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1} telah lewat dan
Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan
tersebut dianggap dikabulkan. f

Pasai 18

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan
Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati:
Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukar: secara tertulis
dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga)
bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan
tersebut;

Pengajuan permohoan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak
sampai dengan 1 {satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 20

Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan szbagaian atau .
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan;

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB;

Dalam hal keberatan Wejib Fajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak
dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen)
dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan,

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrative
berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen} sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak dikenakan; .
Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100 % (seratus persen) d_ari
jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pjak
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketiga

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau

Pengurangan Sanksi Administratif

Pasai 21

-

(1) Atas Perr‘ﬁohénan Waijib Pajak atau. karena jabatannya, Kepala Daerah dapat

membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang
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dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung

dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-

undangan perpajakan dserah.

Bupati dapat : L

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi  administratif berupa bunga,
denda dan kenaikkan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena
kekhilafan Wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan SSPD, SKPDKE, SKPDKSBT atau STPD,

SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

mengurangkan atau membatalkan STPD;

membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan

atau diterbitkan tidak sesuai dengann tata cara yang ditentukan;

e. mengurangkan atau membatalkan pajak terutang dalam hal objek pajak
terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan

f. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan
kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

Ketentuan lebih lanit mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan

sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak

sebagaimna dimaksud pada ayat (2) diatur dengan i;eraturan Kepala [Jaerah.

Q0

BAB iX :
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
pengembatian kepada Bupati,

Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)} bulan sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabuikan dan SKPDLB harus
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut;

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 {dua) bulan sejak diterbitkannya
SKPDLBE,; o

Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua)
bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap
bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak;

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui

waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila

Waijib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;

Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh

apabila : :

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa, atau '

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak
langsung. . _

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud

pada ayaf (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal

penyampaian Surat Paksa tersebut;
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(4)| Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih

mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;

{5)j Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dapat diketahui dari pengajuan pernmohonan angsuran atau penundaan

peribayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

; Pasal 24

(1)} Piutang pajak yang tidak mungkin ditagibh lagi karena hak untuk melakukan

penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;

(2)| Bupati menstapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah
Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3)| Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB Xi
PEMERIKSAAN

Pasal 25

j
i

(1}{ Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
; pemenuhan  kewaijiban perpajakan daerah dalam: rangka melaksanakan
: peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

(2) | Waijib Pajak yang diperiksa wajib : :
1a. memperthatkan danvatau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi
' dasamya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
| b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap
; perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
; ¢. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) nApablla pada saat pemeriksaan, Wajb Pajak tidak melaksanakan kewajiban
' : sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pajak terutang ditetapkan secara jabatan;

(4) ;Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan
t Peraturan Bupati.

BAB Xil
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 26

(1) jInstansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Reklame diberi insentif atas
dasar pencapaian kinerja;

(2) i Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
| Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

(3) { Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dirmaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan
| perundang-undangan.

BAB Xlil
KETENTUAN KHUSUS

Pasai 27

(1) | Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang

diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan

atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah,

{(2)| Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Tenaga

| Ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

(3) | Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli datam
sidang pengadilan;
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b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah urituk

memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau Instansi
: Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang
! keuangan daerah.

l;Jntuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada Pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud
vada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dad atau
tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk;

Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidanz atau
;?erdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan
Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memben izin tertulis kepada Pegjabat
Ieb'.:agaimana dimaksud pada ayat {1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan
!:<eterangan Wajib Pajak yang ada padanya;

fPermintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan
nama teisangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara
perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XIV
3 PENYIDIKAN

Pasal 28

; :

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, difakukan oleh Penyidik

I%’egawai Negeri Sipil Daerah;

YVewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan dacrah agar

keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas:

meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi

atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan

dengan tindak pidana perpsjakan daerah;

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi Badan sehubungan

dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak

pidana di bidang perpajakan daerah;

melzkukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,

pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan

i bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahti dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan

. tindak pidana di bidang perpajakan daerah; )

§. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan

atau tempat pada saat pemerksaan sedang berlangsung dan memeriksa

identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa,;

h. memotret sesecrang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan
daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

 tersangka atau saksi;

F menghentikan penvidikan; dan/atau

s

. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
! pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
! perundang-undangan. _ .
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada.Penuntu.t Umum
melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik lndone?.sa, sesual dengan
iketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

3
1
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1

!
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BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasail 29

(1) [Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SSPD atau men jisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak
benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana
kurungan paling Jama 1 (satu} tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua)
<ali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar;
(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSPD atau mengisi
flengan tidak benar atau tidak tengkap atau melampirkan keterangan yang tidak
benar sehingga merugikan keusngan Dagrah dapat dipidana dengan pidana
kurungan palirg lama 2'(dua} tahun atau pidana denda paling banyak 4 {empat)
'<ali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasai 30

Tindék pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka
waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau
beralfhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 31

(&) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena
Rea.paannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan ridana
ljurungan paling lama 1 (satu} tahun dari pidana denda paling banyak Rp.

. 000.000,00 (empat juta rupiah};

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan
s‘engaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak
d,\pe wuhinya kewajican Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan
ppdana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

(3) ﬂenuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dan
ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar;

)] Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai
dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi sesearang atau Padan
se,alaku Waijib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

: Pasal 22
1
4

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2)
mpfuﬁakan penerimaan neqara.

~a=

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabhupaten

Daerap Tingkat 1| Muna Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame dinyatakan
tidak berlaku lagi.
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; Pasal 34

(1) '{j’erhadap obyek pajak yang pajaknya telah ditetapkan sebeium berlakunya
Reraturan Daerah ini dan belum dibayar, maka besarnya pajak yang terutang
ciidasarkan pada Peraturan Daerah yang berlaku terdahuly;

Terhadap obyek pajak yang ada sstelah berlakunya Peraturan Daerah ini, pajak
yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

i
:

! Pasal 3§

——
p—

Hal-Hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian
deng!an Peraturan Bupati sepanjang mengenat aturan pelaksanaannya.

‘ Pasal 36

i

Perai;uran Daerah ini muiai beriaku pada tanggal diundangkan.

Agarjsetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini deéngan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.

:
!
4

Diundangkan di Raha
pacdaianggal /2 - 7| 2011
UL

N DAERA % KABUPATEN MUNA TAHUN 2011

NOMOR 148
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PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA

NOMOR TAHUN 2011

H

?

PENJELASAN LMUM

Dalam rangka

rmendukung pelaksanaan otonomi daerah untuk mampu mengurus dan mengatur

rumah tangganya sendiri, maka pajak daerah merupakan salsh satu sumiber pembiayaan dalam
peayelenggaragn pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

Peraturan Daefah Kabupaten Daerah Ting'eat It Muna Nomor 5 Tahun 1828 tentang Pajak

<an

Reklame sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan pembangunan saat ini, maka perlu

ditinjau dan disempurnakan kembali sesua: dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Deaerah dan Retribusi Daerah.
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PENJELASAN iPASAL DEMI PASAL

Pasal 1

i

Istilah-i:stilah yang dicerminkan dalam pasal ini dimaksudkan agar dapat diperoleh
keseragaman pengertian atas isi Peraturan Daerah ini sehingga terhincar dari

Pasal 2

kesaiaﬁlpahaman dalam penafsiraninya.
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Cukup jelas
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Cukup jelas
Pasal 23 !
Cukup jelas
Pasal 24 §
Cukup jelas
Pasal 25 !
Cukup jelas
Pasal 26 !

Pasal 28 l
Cukup jelas
Pasal 29 f
Cukup j(;elas
Pasal 30 :
Cukup jdlas
Pasal 31 f
Cukup jélas
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Pasal 33 §
Cukun ielas
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Cukupjﬁas
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Cukup je?as
Pasal 35 ;
Cukup jelas
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Cukup jelas
Pasat 38
Cukup jelas
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